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ABSTRAK 
 
NAMA  :ISMUNITA 
NIM : 10400114075 
JUDUL : PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA 
DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN MAKASSAR 
 Penelitian ini membahas tentang peranan Propam dalam penengakan hukum 
terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak 
pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Pelabuhan 
Makassar, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang 
melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh 
anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar. 
 Dalam permasalahan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 
sosiologis, adapun jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan kata lain 
penelitian lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang 
terjadi dalam kenyataanya di masyarakat, selanjutnya metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peranan Propam dalam 
penegakan hukum di Polres Pelabuhan Makassar dalam bidang penegakan 
kedisiplinan dan penegakan hukum sudah terlaksana namun belum optimal, ditandai 
dengan masih ada saja anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana.dan 
penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian sama halnya 
dengan masyarakat sipil lainnya yaitu melalui proses peradilan umum, karena Polri 
tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 UU No 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi bagi anggota 
Polri ada proses lanjutan dari lembaga Kepolisian yaitu siding disiplin dan/ atau 
siding Kode Etik Profesi Polri. 
 Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu, agar Propam lebih meningkatkan 
pengawasan terhadap Anggota Polri dan memberikan sanksi yang tegas terhadap 
oknum Polri yang melakukan tindak pidana, dan agar Propam terjun langsung ke 
untuk melakukan penyuluhan kepada  masyaraka agar melaporkan ketika mengetahui 
adanya penyimpangan.yang dilakuan oleh anggota Polri. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
  Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak dari setiap warga 
negaranya dan dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya, baik dari 
penegak hukumnya.Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas 
bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan 
atas kekuasaan belaka (machtssaat).
1
Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 
Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi“Segala warga negara bersamaan keduduknnya 
didalam hukum dan pemerintahan dan wajib  menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Suatu Negara  hukum menurut 
Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie yang berjudul   
“Konstitusi dan Konstitusionalisme  Indonesia”, harus memiliki empat unsur 
pokok, yaitu:
2
a)Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, 
b)Negara didasarkan pada teori trias politica, c)Pemerintahan didasarkan pada 
undang-undang (wetmatig bestuur), d)Ada peradilan administrasi negara yang 
bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah 
(onrechtmatige overheidsdaad). 
Atas dasar ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh beberapa para 
pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan perlindungan 
                                                             
1
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 
h. 346. 
2
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 
2006), h. 152 
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terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan 
didepan hukum (equality before the law).Hukum dengan tegas telah mengatur 
perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat 
untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga 
masyarakat.Dengan demikian hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat, 
walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang terpenting dalam 
hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat dipaksakan. 
 Dalam hal ini, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang ada 
sanksinya apabila tidak ditaati, dan sanksi tersebut berwujud sebagai suatu 
penderitaan yang dapat memberikan penjeraan bagi si pelanggar hukum.Hukum 
merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-
ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun 
masyarakat.Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan 
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
 Memelihara keselarasan hidup didalam masyarakat memerlukan berbagai 
macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentinganperorangan maupun 
kepentingan dalam masyarakat.Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu 
mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yangberhubungan atau dalam lingkup 
hukum pidana.Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang 
menjadisaluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan 
melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.
3
 
 Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan 
adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk 
kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. 
                                                             
3
Bambang Poernomo, Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam 
KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), h. 1-3. 
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 Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat 
dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri.Untuk itu 
diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara 
Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.Pengembangan 
hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bisa 
mengakomodasi tuntutan reformasi, hukum agama dan hukum adat serta 
memperbaharui undang-undang warisan kolonial dan hukum nasional yang 
diskriminatif melalui program legislasi. 
 Pengembangan hukum dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum 
dengan tetap memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang 
mencakup upaya kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, 
penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan 
dalam rangka penyelenggaraan pembangunan negara yang semakin tertib, teratur, 
dan lancar. Penyelenggaraan proses peradilan yang cepat, mudah, murah, terbuka, 
bebas: korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi bagian intern budaya hukum 
Indonesia.  
 Perwujudan terhadap adanya kepastian hukum, dan keadilan telah 
menimbulkan bentuk-bentuk hukum pidana yang dirumuskan dalam suatu 
undang-undang maupun kitab undang-undang (kodifikasi).Bentuk-bentuk 
kodifikasi hukum pidana Indonesia telah dirumuskan secara materiil dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara formil dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
 Hukum Acara Pidana Indonesia telah dituangkan ke dalam bentuk undang-
undang, yaitu Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan 
ketentuan normahukum acara pidana yang dirumuskan secara tertulis, yang 
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disusun atas dasar nilai-nilai, dan asas-asas hukum yang bersifat umum guna 
memenuhi kebutuhan masyarakat.Asas-asas hukum pidana mengalami 
pertumbuhan, dan perkembangan sesuai dengan perubahan, dan perkembangan 
dalam masyarakat.Pertumbuhan asas-asas umum hukum acara pidana sangat 
dipengaruhi oleh kebutuhan asas-asas khusus acara pidana dari hukum 
penyimpangan yang bersifat dinamis. 
 Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan 
pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia 
terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak 
dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut 
sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.Dalam melindungi hak 
warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-
kurangnya :
4
 
a)Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; 
b)Pengadilanyang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa; 
c)Sidang Pengadilanharus terbuka untuk umum (tidak bolehbersifat 
rahasia); 
d)Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat 
membela diri sepenuhnya. 
 
 Hukum di Indonesia masih jauh dari kata kesempurnaan  jika dibandingkan 
dengan Negara- negara yang telah maju dan berkembang, Indonesia sebagai 
Negara hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran dan keadilan pada warga 
                                                             
4
Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas 
Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia.(Bandung: PT. 
ALUMNI, 2003), h. 32. 
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negaranya seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 
akan tetapi tetap saja dalam penerapan hukumnya belum sesuai dengan yang 
diinginkan, seperti penegakan hukum pidana, masih banyaknya masyarakat 
Indonesia  yang beranggapan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan 
tajam ke bawah. 
 Polisi merupakan salah satu profesi dalam dunia hukum yang diikat atau 
tunduk kepada Kode Etik Profesi yang diterbitkan oleh institusi Polri, serta tunduk 
pada Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.Setiap 
anggota Polri mempunyai tugas yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 
demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.Dalam pasal 13 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa 
“tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.Keberhasilan 
tugas pokok tersebut sangat ditentukan oleh profesionalisme Polri, yang didukung 
dengan instrumen hukum yang memberikan ketegasan batas tugas dan 
wewenangnya sehingga tugas pokok ini seharusnya dipegang erat oleh setiap 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5
 
Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri NO.14 tahun 
2011,dan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dirumuskan dalam PP NO. 2 Tahun 2003, memiliki kekuatan mengikat dan nilai-
nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri dalam 
                                                             
5
Redaksi Sinar Grafika, UU KEPOLISIAN NEGARA (UU RI NO.3 th.2002), Jakarta: 
Sinar Grafika,2009), h.8. 
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berprilaku sesuai dengan nilai-nilai moral, baik ketika menjalankan tugas dan 
wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya 
ditengah-tengah masyarakat. 
Anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti telah melakukan 
pelanggaran disiplin dan kode etik, karena setiap anggota Polri wajib menjaga 
tegaknya hukum serta dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan 
kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.sebagaimana dijelaskan dalam (Pasal 5 huruf a PP NO.2 Tahun 2003 jo. 
Pasal 6 Peraturan Kapolri NO. 14 Tahun 2011). 
PROPAM adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi 
yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan 
dilingkungan internal organisasi POLRI disingkat Divisi Propam Polri sebagai 
salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada 
dibawah KAPOLRI, dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang terjadi, 
seharusnya Propam Polri dapat menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas 
imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai 
penyelewengan.Selama ini polri dituding melindungi anggotanya yang melakukan 
pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan hukum kode 
etik yang kurang transaparan akibatnya masih ada saja anggota kepolisian yang 
melakukan pelanggaran kode etik di lapangan, oleh karena itu fungsi dan peranan 
Propam dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia sangat penting karena akan 
memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri terutama 
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penegakan kode etik Polri agar tercipta profesionalitas Polri baik dalam 
lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan Kepolisian itu sendiri. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Peranan Propam dalam Penegakan Hukum 
Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah 
Hukum Polres Pelabuhan Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanapelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap 
anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, di wilayah hukum 
Polres Pelabuhan Makassar? 
2. Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota 
Kepolisian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan 
hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, di 
wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar. 
b. Untuk mengetahui penyelesaiantindak pidana yang dilakukan oleh 
Anggota Kepolisian, di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar. 
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2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 
baik secara teoritis maupun praktis. 
a. Manfaat Teoritis 
1. Penelitian ini bagi penulis sangat diharapkan memberikan masukan 
yang signifikan bagi perkembangan hukum di Indonesia dalam 
penegakan hukum pidana. 
2. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat yang masih 
kurang paham mengenai peranan propam dalam penegakan hukum, 
serta penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota 
Kepolisian. 
b. Manfaat Praktis 
Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat member 
masukan, gambaran, atau menambah wawasan dan sebagai sumbangan 
pemikiran untuk mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk 
melakukan penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi masukan bagi 
Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang 
melakukan tindak pidana khususnya di wilayah hukum Polres 
Pelabuhan Makassar. 
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D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu: Peranan Propam dalam 
penegakan hukum, serta penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh 
Anggota Kepolisian, di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka ada 
beberapa kata yang digunakan dalam judulini yang perlu penulis berikan 
penjelasan mengenai kata-kata yang dianggap penting yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 
a. Peranan, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan 
seseorang dalam suatu peristiwa. 
 Teori peranan 
Peranan (role) berasal dari kata peran, menurut kamus besar bahasa 
Indonesia “peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan 
seseorang dalam suatu peristiwa”.6 Menurut Kozier Barba peran adalah 
seperangkat tingkahlaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap 
seseorang sesuai kedudukannya terhadap suatu sistem. Peran dipengaruhi 
oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. 
Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang diperankan 
                                                             
6
W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka 1986). 
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dalam kehidupan bermasyarakat, peran yang dimiliki seseorang 
mencakup tiga hal antara lain:  
 1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 
seseorang didalam masyarakat. 
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam 
masyarakat. 
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat. 
b. Propam adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang 
bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan 
dilingkungan internal organisasi POLRI disingkat Divisi Propam Polri 
sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas 
Besar yang berada dibawah KAPOLRI. 
c. penegakan hukum 
 Teori penegakan hukum 
 Dalam era globalisasi ini kepastian, keadilan, dan efisiensi 
menjadi sangat penting.tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang 
baik.Hukum yang baik dapat tercipta jika penegak hukumnnya juga baik, 
penegakan hukum yang baik juga tergantung pada aparat penegaknya. 
Dengan kata lain penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari 
seluruh pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlidungan terhadap 
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harkat dan martabat manusia, ketentraman dan kepastian hukum, sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
7
 
 d. Anggota kepolisian Menurut UU RI No 2 tahun 2002 tentang 
Kepolisian yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia
8
. 
e.Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang 
siapa melanggar larangan tersebut. 
Teori tindak pidana 
Istilah perbuatan pidana kita samakan saja dengan tindak pidana 
atau delik pidana.sebab beberapa literatur hukum pidana istilah-istilah 
tersebut banyak dipakai.Definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat 
pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah feit yang dinyatakan 
dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel delik 
adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain, 
menurut Simons delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan denganb sengaja atau tidak sengaja oleh seorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah 
dinyatakan sebagai suatu perbuatan/ tindakan yang dapat dihukum. 
Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah 
                                                             
7
 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 
Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditia Bakti1998), h.8. 
8
Redaksi Sinar Grafika, UU KEPOLISIAN NEGARA (UU RI NO.3 th.2002) (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2009), h.3. 
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perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar 
larangan tersebut.
9
 
j. Wilayah hukum adalah suatu daerah tertentu yang diberikan atau 
dilimpahkan wewenang untuk melaksanakan atau menegakkan aturan-
aturan hukum yang berlaku
10
. 
k. Polres Pelabuhan Makassar adalah suatu keseluruhan satuan Organisasi 
Aparat Penegak Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
kedudukannya berada di wilayah Kota Makassar. 
E. Kajian Pustaka 
Berdasarkan pada kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, didapatkan 
beberapa tulisan yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan 
dilakukan diantaranya: 
1. Skripsi Christina Magdalena, yang berjudul “Peranan Profesi dan 
Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian di 
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak.
11
 Dalam Jurnal ini membahas 
tentang peranan Propam dalam penegakan hukum tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika serta hambatan yang ditemui oleh propam 
                                                             
9
IsmuGunadi dan Joenadi Efendi, Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media, 
2014), h.37. 
10
https://media.neliti.com, (16/9/2018, 10:12 PM). 
11
Christina Magdalena, Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan 
Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian di 
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak, skripsi Fakultas Hukum, 2014. 
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dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di 
wilayah hukum kepolisian resor Siak. 
Adapun perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah 
penelitian yang dilakukan oleh Christina Magdalena memfokuskan pada 
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, dan menggunakan metode 
penelitian Hukum Sosiologis, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada 
Peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian 
yang melakukan tindak pidana dengan metode penelitian yuridis empiris. 
2.  Jurnal Nozel Saparingka, yang berjudul “Penyelesaian Pelanggaran Kode 
Etik Kepolisian Berpotensi Pidana”.12Dalam jurnal ini membahas tentang 
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana dan 
upaya pengawasan pelanggaran Kode Etik Kepolisian. 
Adapun perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah 
penelitian yang dilakukan oleh Nozel Saparingka memfokuskan pada 
penyelesaian pelanggaran kode etik kepolisian berpotensi pidana dengan 
menggunakan metode Hukum Normatif sedangkan penelitian ini 
memfokuskan pada Peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap 
anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dengan metode 
penelitian yuridis empiris. 
3.  Skripsi Siti Elminawati, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap 
Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (studi kasus 
Polda Sulawesi Tengah) 
                                                             
12
Nozel Saparingka, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana, 
Jurnal Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016. 
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 Adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini 
adalah, penelitian yang dilakukan oleh Siti Elminawati lebih 
memfokuskan pada tindak pidana kesusilaan dengan mengambil studi 
kasus di Polda Sulawesi Tengah, sedangkan penelitian ini memfokuskan 
pada peranan propam dalam penegakan hukum terhadap anggota 
Kepolisian yang melakukan Tindak pidana dengan mengambil studi kasus 
di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar. 
4. Jurnal Wika Tridingtias, yang berjudul Pertanggungjawaban pidana 
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polri. 
 Adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini 
adalah, penelitian yang dilakukan oleh Wika Tridingtias lebih 
memmfokuskan pada Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh 
oknum Polri dengan metode penelitian Yuridis normatif, sedangkan 
penelitian saat ini memfokuskan pada peranan Propam dalam Penegakan 
hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dngan 
metode penelitian Yuridis Empiris.
13
 
5.  Skripsi Anugrah Ryandra Fahlevi, yang berjudul Penyelesaian Pelanggaran 
Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak 
Pidana. 
 Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, 
penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Ryandra Fahlevi memfokuskan 
pada penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota Kepolisian 
                                                             
13 Wika, Tridiningtias, Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh 
Oknum POLRI,Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013. 
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yang melakukan tindak pidana, sedangkan penelitian saat  ini 
memfokuskan pada peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap 
anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana.
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
14Anugrah, Ryandra Fahlevi, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota 
Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2015. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Propam 
1. Pengertian Propam 
Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai 
oleh organisasi POLRI pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 
Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor.Kep/54/X/2002), sebelumnya 
dikenal Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih 
bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provos Polri merupakan 
satuan fungsi dari Polisi Organisasi Militer/POM atau istilah Polisi 
Militer/PM. 
Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi 
yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan 
pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam 
Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas 
Besar yang berada dibawah KAPOLRI 
2. Tugas Propam  
Tugas Propam secara umumadalah membina dan menyelenggarakan 
fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk 
penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan 
pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan 
anggota/PNS Polri. yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya 
16 
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Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub 
organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof, dan Biro Provos). 
a. Fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri 
dipertanggungjawabkan kepada Biro Praminal; 
b. Fungsi pertanggungjawaban profesi dilimpahkan kepada Biro 
Wabprof; 
c.Fungsipenegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri 
dipertanggungjawabkankepada Biro Provos. 
3. Kewajiban Propam 
Divisi Propam Polri dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai 
kewajiban /menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut: 
Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri meliputi: 
1. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-
petunjuk pelaksanaan fungsi Propam; 
2. Pemantauan dan sepervisi staf termasuk pemberian arahan guna 
menjamin terlaksananya fungsi Propam; 
3. pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis 
maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Propam; 
4. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan 
saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban 
fungsi Propam; 
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5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan 
dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan 
organisasi Propam; 
6. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan 
/laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS POLRI, 
termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan 
/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat 
oleh seluruh jajaran Polri; 
7. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus 
dan menyiapkan proses/keputusan rehabilitasi bagi anggota PNS 
POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan 
/pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, 
membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan 
pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan 
hukuman (terpidana); 
8. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi 
yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, 
penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaann dan 
penegakan etika profesi termasuk audit investigasi; 
9. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang 
meliputi pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, 
termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan 
19 
 
 
 
pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat 
pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan; 
10. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Provos yang meliputi 
pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib serta penegakan hukum 
dan penyelesaian perkara pelanggaran disipli pada tingkat pusat dalam 
batas kewenangan yang ditetapkan.
15
 
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum 
1. Pengertian Hukum  
Hukum adalah sebuah aturan yang tidak bisa dilepaskan dari 
kehidupan kita sehari-hari.Hukum adalah aturan yang memayungi kita dari 
adanya penyalahgunaan terhadap kekuasan, alat yang bisa digunakan 
untuk menegakan atau mencari keadilan.Hukum adalah seperangkat 
kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu system,yang menentukan apa 
yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai 
warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber 
baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui 
berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-
benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) 
dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan 
                                                             
15https://propam.polri.go.id, (15/9/2018, 9:33 AM). 
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kewenangan bagi otoritas tertinggi  untuk menjatuhkan sanksi yang 
sifatnya eksternal.
16
 
Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, Hukum adalah 
keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup 
manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban dan 
keadilan yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna 
mewujudkan berlakunya kaedah itu.
17
 
2. Fungsi Hukum 
Sama halnya dengan pembahasan akan tujuan hukum, pembahasan 
mengenai fungsi hukum juga beraneka ragam. Pada umumnya yang 
dimaksud dengan fungsi adalah tugas, hukum berperan sedemikian rupa 
sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, sebab 
hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka masing-
masing. 
J.P Glastra Van Loon menyebutkan bahwa fungsi hukum yaitu: 
a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup; 
b. Menyelesaikan pertikaian; 
c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika 
perlu dengan kekerasan; 
d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian 
dengan kebutuhan masyarakat; 
                                                             
16
Fadli Andi Natsif. Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum 
Pidana Internasional(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 23. 
17
Mochtar Kusumaatmaja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, 
(Jakarta: Binacipta) 
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e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara 
merealisasi fungsi diatas
18
 
Rudolf Von IheringDarji Darmo diharjo dan Sidhartamengatakan bahwa 
hukum mempunyai beberapa fungsi yaitu: 
a. fungsi hukum sebagai sarana sosial control 
b. fungsi hukum sebagai “a Tool of Social Engineering” 
c. fungsi hukum sebagai symbol 
d. fungsi hukum sebagai alat politik 
e. fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa 
f. fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial 
g. fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial.
19
 
3. Tujuan Hukum 
Tujuan Hukum pada hakekatnya tidak hanya sekedar melindungi 
kepentingan masyarakat akan tetapi mengabaikan kepentingan individu, 
atau sebaliknya yakni: tidak hanya mementingkan perlindungan terhadap 
individu akan tetapi mengabaikan kehidupan masyarakat. Tujuan hukum 
dititikberatkan kepada perlindungan terhadap kedua-duanya secara serasi, 
selaras dan seimbang. Apabila kondisi ini terwujud, maka masyarakat akan 
menjadi aman, tenteram dan damai.
20
 
 
 
                                                             
18
 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia,Cet, I, (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2014), h.2 
19
 Ashadie Zaeni, dan Arief rahman, Pengantar Ilmu Hukum, (Depok:PT Rajagrafindo 
Persada,2016), hal.124-131. 
20
Sudarsono.Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 62.  
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4. Pandangan Islam Tentang Hukum 
Al-Qur‟an sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menjadi 
ide dasar lahirnya hukum dan peraturan yang berhubungan dengan 
kehidupan sosial kemasyarakatan.beberapa firman Allah dalam Al-Qur‟an 
yang menyatakan bahwa Al-Qur‟an sumber utama bagi ketentuan hukum, 
di atur dalam QS. An-Nisa ayat 105 
 
يِّه نُكَمَلَخ ِٕزَّلٱ ُنُكَّبَس ْاُْمَّتٱ ُطاٌَّلٱ َا َُِّٗأ
َٰٓ  َٗ  ا اشِ٘ثَك الٗاَجِس اَُوِ ٌۡ ِه َّثَب َّ  اََِج ّۡ َص اَِ ٌۡ ِه َكَلَخ َّ  ٖةَذِح  َّ  ٖظۡفًَّ
  اءَٰٓاَغًِ َّ  ا ابِ٘لَس ۡنُك ۡ٘ َلَع َىاَك َ َّللَّٱ َِّىإ  َماَحَۡسۡلۡٱ َّ  ۦَِِب َىُْلَءَٰٓاَغَت ِٕزَّلٱ َ َّللَّٱ ْاُْمَّتٱ َّ١  
 
Terjemahannya: 
“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa 
yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi 
penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang 
yang khianat.
21
 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan sebuah 
kitab yaitu Al-Qur‟an yang di dalamnya mengandung kebenaran (hukum) 
untuk mengadili manusia yang melakukan kejahatan dan melarang 
manusia untuk menjadi pembela orang-orang yang berkhianat.Ayat-ayat 
hukum yang terdapat dalam al-qur‟an terdiri dari ayat-ayat yang 
memerintah, melarang, menganjurkan, dan memberikan pilihan untuk 
umat manusia. 
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Yayaasan Wakaf Al-Qur‟an Suara Hidayatullah, Al-qur’an dan Terjemahannya 
(Surabaya: PT. Lentera Jaya Abadi,2011), h.96. 
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5. Pengertian Hukum Pidana 
pidana materil mengatur syarat yang menimbulkan hak penuntutan 
atau menghapuskan hak itu, begitu pula hukumannya, dengan kata lain 
mengatur terhadap siapa, bilamana dan bagaimana hukuman harus 
dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil mengatur cara menjalankan 
hak penuntutan; dengan kata lain menetapkan tata cara mengadili perkara 
pidana.
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6. Tujuan Hukum Pidana 
Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi  
kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari 
perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik 
itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).
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7. Dasar Memberikan Hukuman 
Sebelum abad ke- 18, para hakim menjatuhkan hukuman kepada 
seseorang Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan 
yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang di 
ancam dengan hukuman berupa siksa badan.
24
 
Hukum pidana terbagi atas hukum pidana materil dan hukum 
pidana formil. Menurut Prof. Moeljatno Hukum pidana adalah bagian dari 
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keseluruhan hukum yang berlaku di suatui Negara, yang mengadakan 
dasar-dasar dan aturan untuk: 
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu 
bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Criminal Act). 
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan dalam ketentuan pidana (Criminal 
Liability/Criminal Responsibility). 
Bagian ke-1 dan ke-2 masuk dalam lingkup substantive Criminal 
Law/hukum pidana materil. Selanjutnya untuk menentukan dengan cara 
bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang 
yang disangka telah melanggar larangan tersebut kita menggunakan 
Criminal Procedure/Hukum acara pidana yang juga dikenal dengan 
hukum pidana formil termasuk dalam hukum publik. 
Hukum menurut sesuka hatinya saja dengan arti biarpun tidak ada 
undang-undang yang dapat mempersalahkan orang itu kalau hakim sudah 
menganggap bahwa orang itu bersalah maka hakim pun menjatuhkan 
hukuman kepada orang tersebut. Jadi pada waktu itu hukuman yang 
dijatuhkan kepada seseorang dikenal dengan istilah hukuman yang 
arbitrair. 
Menurut pendapat beberapa ahli ilmu hukum, pengaruh pelajaran 
Montesquieu-lah yang telah mendorong diadakannya perubahan dalam 
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cara hukuman yang seperti itu, begitulah yang diterangkan oleh Van 
Apeldoorn dan Utrech dalam bukunya masing-masing. 
Dan semenjak itu, menjadi suatu pendirian dasarlah dalam hukum 
pidana bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan 
kesalahan, apabila sebelum dia melakukan kesalahan itu tidak ada undang-
undang yang menyatakan bahwa kesalahan yang diperbuatnya itu diancam 
dengan hukuman.Nullum dilectum, nulla poena sine praevia lege 
poenali.Dan dasar inipun tercantum pula dalam pasal 1 ayat 1 KUH Pidana 
di Indonesia.dengan adanya dasar ini dapatlah terjamin keamanan hukum 
penduduk daripada tindakan sewenang-wenang hakim.
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C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 
1. Pengertian kepolisian 
Menurut UU RI No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang dimaksud 
dengan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi 
dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
2. Fungsi kepolisian 
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di 
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 
hukum,perlindungan,pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat. 
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3. Tugas dan Wewenang Kepolisian 
a. Tugas Kepolisian 
Menurut Pasal 13 UU RI No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 
Tugas  Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah; 
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 
2. Menegakkan hukum 
3. Memberikan perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat.
26
 
b. Wewenang Kepolisian  
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara 
umum berwenang: 
1. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 
mengganggu ketertiban umum; 
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 
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5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 
administratif Kepolisian; 
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 
Kepolisian dalam rangka pencegahan; 
7. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian; 
8. Mengambil sidik jari, dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 
9. Mencari keterangan dan barang bukti; 
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal Nasional; 
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan dalam rangka 
pelayanan masyarakat. 
12. Memberikan bantuan pengamananan dalam sidang dan pelaksanaan 
putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 
4. Tujuan kepolisian 
Kepolisian Negara republik Indonesia bertujuan untuk 
mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya 
keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia. 
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5. Anggota Kepolisian 
a. Pengertian Anggota kepolisian 
Menurut UU RI No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang dimaksud 
dengan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai 
negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
b. Pegawai Negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri 
atas: 
1. Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dan 
2. Pegawai negeri sipil 
Dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok 
kepegawaian pengertian pegawai negeri dirumuskan pada Bab I pasal 
1 Sub.a. yakni: Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 
dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang 
ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan 
digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam pasal 2 juga disebutkan bahwa: 
Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: 
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat 
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan 
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c. pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah.
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D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak pidana 
a. Tindakan 
Tindakan adalah suatu perbuatan yang di lakukan antara baik dan 
buruk di adakannya tindakan (maatregel) dalam system sanksi KUHPid 
adalah akibat pengaruh kriminologi. Tindakan dalam KUHPid terdiri dari: 
1. Perawatan dalam rumah sakit jiwa bagi pelaku yang mengalami 
gangguan jiwa. 
2. Hukuman bersyarat. 
3. Penyerahan kepada orang tua atau pemerintah bagi terdakwa belum 
dewasa yang melakukan perbuatan sebelum berumur 16 tahun. 
  Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa 
karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16(enam belas) tahun, 
hakim dapat menentukan salah satu dari kemungkinan, yaitu (Pasal 45 
KUHPid).
28
 
b. Pidana 
  Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi 
pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah 
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yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan 
hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno 
mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “straf” dan istilah 
“dihukum” yang berasal dari “wordt gestraf” merupakan istilah yang 
konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan 
menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk 
menggantikan kata “straf” dan diancam dengan pidana untuk 
menggantikan kata “wordt gestraf”. Menurut Moeljatno, kalau “straf 
diartikan “hukuman”, maka “strafrecht” seharusnya diartikan sebagai 
“hukum hukuman”. Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan 
konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena 
istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.Istilah tersebut 
tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam 
istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan 
sebagainya.Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, 
maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat 
menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. 
Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang 
sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu.Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan 
pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan 
sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.Berdasarkan pengertian 
pidana diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsure-
31 
 
 
 
unsur dan ciri-ciri, yaitu; (1) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu 
pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan; (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau 
badan yang mempunyai kekuasaan ( oleh yang berwenang); dan (3) pidana 
itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana 
menurut undang-undang; dan (4) pidana itu merupakan pernyataan 
pencelaan oleh Negara atas diri seseorang karena telah melanggar 
hukum.
29
 
2. Teori dan tujuan pemidanaan 
Teori pemidanaan yang digunakan adalah teori yang lazim di kenal di 
dalam system hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolute, teori relative, 
dan teori gabungan. 
a. Teori absolute 
Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik 
masyarakat sendiri maupun pihak yang di rugikan atau yang menjadi 
korban.Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitive, tetapi kadang-
kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.Pendekatan teori 
absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana 
yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas 
perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan 
kepadanya.Dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam 
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terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pemebenaran dari pidana 
terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. 
Adapun lima ciri pokok dari teori absolut menurut Karl O. 
Christiansen, yakni: 
1. Tujuan pidana hanyalah sebuah pembalasan. 
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung 
sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat; 
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan. 
4. Pidana harus sesuai dengan kesalahan si pelaku; 
5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaanyang murni dan 
bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si 
pelaku. 
b.Teori relative 
Prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan 
pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah 
terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan 
lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya 
(general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti 
kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.Semua 
orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan 
mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.Teori 
ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai 
suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (prevention of crime) 
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khusunya bagi terpidana.Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik 
pelaksanaan pidana sering kali bersifat out of control sehingga sering 
terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat 
dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak 
melakukan kejahatan lagi. 
Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relative ini 
sebagai berikut: 
1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention); 
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana 
untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan 
masyarakat; 
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat 
dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau 
culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; 
4. Pidana harus di tetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk 
pencegahan kejahatan; 
5. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat 
mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan 
maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak 
membantu pencegahan kejahaan untuk kepentingan 
kesejahteraan masyarakat.
30
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Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau 
serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.
31
 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya 
dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut 
undang-undang teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, 
yang tercermin pada bunyi rumusannya.Sementara itu sudut undang-
undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan 
menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-
undangan yang ada. 
a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: 
1. perbuatan 
2. yang dilarang (oleh aturan hukum) 
3. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan 
hukum.Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok 
pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan 
orangnya.Ancaman (diancam) dengan pidana bahwa tidak mesti 
perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.Pengertian 
diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada 
umumnya dijatuhi pidana. Apakah in concreto orang yang melakukan 
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kejahatan pidana itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang 
lain dari pengertian perbuatan pidana. 
Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni: 
1. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) 
2. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
3. diadakan tindakan penghukuman 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, 
terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang 
itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan).Berbeda dengan 
Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti pebuatan itu tidak 
selalu dan tidak demikian dijatuhi pidana. 
Walaupun mempunyai kesan bahwasetiap perbuatan yang 
bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, 
namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat 
(subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya 
pidana. 
Menurut Jonkers (penganut paham monisme) unsur-unsur tindak 
pidana yaitu: 
1. Perbuatan (yang); 
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
4. Dipertanggungjawabkan. 
36 
 
 
 
Walaupun rincian dari ketiga rumusan di atas tampak berbeda-beda 
namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu: tidak memisahkan antara 
unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsure yang mengenai diri 
orangnya. 
b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak 
pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III 
memuat pelanggaran.ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam 
setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku /perbuatan walaupun ada 
perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan 
melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga 
tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur 
kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak 
mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek 
kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu 
dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: 
1. unsur tingkah laku; 
2. unsur melawan hukum; 
3. unsur kesalahan; 
4. unsur akibat konstitutif; 
5. unsur keadaan yang menyertai; 
6. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
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7. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
8. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
9. unsur objek hukum tindak pidana; 
10. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
11. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan 
melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya 
berupa unsur objektif.
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4. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu 
sebagai berikut: 
1.  Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam 
buku III; 
2.  Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 
(formeel delicten) dan tindak pidana materil (materiel delicten); 
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja 
(culpose delicten). 
4. Berdasarkan ancaman perbuatannya dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif/posititf dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta 
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commissionis) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak 
pidana omisi (delicta omissionis); 
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam 
waktu lama atau berlangsung lama /berlangsung terus; 
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindalk pidana umum 
dan tindak pidana khusus; 
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnnya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (delicta communia) yang dapat dilakukan oleh siapa 
saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan oleh orang yang 
memiliki kualitas pribadi tertentu); 
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka 
dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak 
pidana aduan (klacht delicten); 
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan maka dapat 
dibedakan tindka pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten) tindak 
pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana 
yang diperingan (gepriviligieerde delicten); 
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang 
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta 
benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, 
terhadap kesusilaan dan lain sebagainya 
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11. Dari sudut berapa kali perbuartan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan 
tindak pidana berangkai (samengetelde delicten).
33
 
5. Subjek dari tindak pidana 
 Manusia adalah subjek utama dari hukum pidana, sekaligus pula 
sebagai objeknya.Untuk itulah, dari manusialah hukum berasal dan 
dijalankan.Sehingga terletak pada manusia pula supremasi hukum 
ditegakkan.Tetapi pada perkembangannya subjek dari tindak pidana ini 
tidak hanya manusia melainkan juga badan hukum khususnya korporasi. 
Korporasi dalam buku I pasal 120 rancangan KUHP tahun 1987/1988 diberi 
pengertian sebagai berikut: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari 
orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan”.34 
E.Tinjauan Tentang Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri 
1. Pengertian Disiplin dan Kode Etik 
a. Pengertian Disiplin 
 Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO.2 Tahun 
2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, yang dimaksud dengan Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan 
yang sungguh-sungguh terhadap Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
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Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada,2014), h. 121-122. 
34
IsmuGunadi, dan Joenadi Efendi, Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media, 
2014), hal.49-50. 
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 b. Pengertian Kode Etik Profesi 
 Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang 
berisi norma-norma yang harus ditaati oleh suatu kelompok tertentu, dan 
mempunyai sanksi bagi siapa saja yang melanggar atau menyimpang dari 
kode etik tersebut. 
 Profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana dimana orang 
yang menyandangnya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya 
melalui „training‟ atau pengalaman lain bahkan diperoleh melalui 
keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau member 
nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.
35
 
2. Dasar Hukum Tentang Disiplin dan Kode Etik Kepolisian 
Berdasarkan UU NO 22 tahun 2002 tentang kepolisian 
 Pasal 34 
(1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisisn Negara Republik Indonesia 
terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
(2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat 
menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dilingkungannya. 
(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonsia diatur dengan Keputusan Kapolri. 
                                                             
35
E Sumaryono, Etika Profesi Hukum(Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), h.33. 
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  Pasal 35 
(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 
(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode 
Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan 
Kapolri.
36
  
   Dasar hukum tentang Disiplin anggota Polri di atur dalam 
Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonsia Nomor 2 Tahun 2003 
tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
antara lain: 
 Pasal 7 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata 
melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau 
hukuman disiplin.  
Pasal 8 
(1)  Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. 
                                                             
36
 Redaksi Sinar Grafika, UU KEPOLISIAN NEGARA (UU RI NO.3 th.2002),Sinar 
Grafika, Jakarta,2009 
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(2)  Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankum 
untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. 
Pasal 9 
Hukuman disiplin berupa: 
a.  teguran tertulis; 
b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; 
c.  penundaan kenaikan gaji berkala; 
d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; 
e.  mutasi yang bersifat demosi; 
f. pembebasan dari jabatan; 
g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. 
Pasal 10 
(1)  Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, 
penempatan dalam tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari. 
(2) Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 
pelanggaran dilakukan pada saat: 
a.  negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat, 
b. dalam operasi khusus kepolisian, atau 
c. dalam kondisi siaga. 
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Pasal 11 
(1) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dijatuhkan 
secara kumulatif. 
(2)  Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijatuhkan secara 
alternatif atau kumulatif. 
Pasal 12 
(1)  Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana. 
(2)  Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggar disiplin: 
a.  meninggal dunia, 
b.   sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji 
kesehatanKepolisian Negara Republik Indonesia. 
Pasal 13  
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi 
hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi 
dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari 
dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode 
Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
F. Penegakan Hukum dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis 
Didalam Al-Qur‟an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang 
penegakan hukum dan keadilan, salah satunya dijelaskan dalam firman Allah 
SWT QS. An-Nisa‟ Ayat 135, yakni: 
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 َا َُِّٗأَٰٓ  َٗٱ َيِٗزَّل  ِب َيِ٘ه
 َّْ َل ْاًُُْْك ْاٌَُْهاَءٱ ِظۡغِمۡل  ِّ َأ ۡنُكُِغفًَأ َٰٓ  ٔ َلَع ْۡ َل َّ  ِ َِّللَّ َءَٰٓاََذُِشٱ ِي ۡٗ َِذل  َْ ۡل  َّٱ  َيِ٘بَشَۡلۡلۡ  ا اشِ٘مَف ّۡ َأ اًٌَِّّ٘غ ۡيُكَٗ ِىإ
 َفٱ ُ َّللَّ  ْاُِْعبَّتَت ََلَف ۖاَوِِ ِب  ٔ َل ّۡ َأٱ َٰٓ  ٓ َْ َِۡل  ُلِذۡعَت َىأ 
 ْاْ  ُْ َۡلت ِىإ ََّۥٰٓ ْا  َِّىإَف ْاُْضِشۡعُت ّۡ َأٱ َ َّللَّ  ا اشِ٘بَخ َىُْلَوَۡعت اَوِب َىاَك١٣١  
Terjemahannya: 
“Wahai orang-orang yang beriman!Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu 
bapak dan kaum kerabatmu.Jika dia (yang terdakwa), kaya ataupun miskin maka 
Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya).Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.Jika kamu memutarbalikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap 
segala yang kamu kerjakan.
37
 
 
 Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan kepada orang-orang beriman 
untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah sekalipun itu 
terhadap ayah ibu maupun kerabat, dan tidak pilih kasih hanya karena perbedaan 
antara si kaya dan si miskin karena sesungguhnya Allah SWT yang lebih 
mengetahui kemaslahatannya, dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran, dan jangan memutarbalikkan (kata-kata) atau 
enggan menjadi saksi, karena Allah maha teliti terhadap segala yang kamu 
kerjakan. 
 Adapun keterkaitannya dengan judul yang diangkat yakni: “Peranan 
Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang 
Melakukan Tindak Pidana” yaitu sebagai orang-orang mukmin dan para penegak 
hukum diperintahkan untuk menegakkan keadilan sekalipun itu yang melanggar 
atau yang melakukan tindak pidana adalah keluarga atau kerabat dekat, tanpa pilih 
kasih hanya karena ia kaya atau karena jabatannya sebagai seorang anggota Polri, 
                                                             
37Al-Qur’an dan Terjemahan 
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dan diperintahkan untuk selalu menegakkan kebenaran, dan jangan 
memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi karena sesungguhnya 
Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. 
 Hadis tentang penegakan hukum dan keadilan salah satunya yaitu: 
Dari „Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau menceritakan, 
 َُْٗشل َّىَأاُْلاَمَف ،ْتَلَشَع ِٖتَّلا ِتَِّ٘هُّضْخَوْلا َِةأْشَوْلا ُىْأَش ُْنِ َّوََُأ ا ًّش :  َِ ْ٘ َلَع ُالله َّٔلَص ِالله َلُْعَس اَِِ٘ف ُنِّلَكُٗ ْيَه
اُْلاَمَف؟َنَّلَع َّ :  َّلَع َّ  َِ ْ٘ َلَع ُالله َّٔلَص ِالله ِلُْعَس ُّبِح ،ُتَهاَُعأ َِّلٗإ َِْ٘ َلَع ُئَِشتْجَٗ ْيَه َّ َلاَمَف ،ُتَهاَُعأ ََُوَّلَكَف ،َن
 َنَّلَع َّ  َِ ْ٘ َلَع ُالله َّٔلَص ِالله ُلُْعَس: «ِ؟الله ِدُّذُح ْيِه ٍّذَح ِٖف ُعَفْشَتَأ»  َلاَمَف ،َبَطَتْخاَف َماَل َُّنث: « ،ُطاٌَّلا اََُِّٗأ
 ِنِِ ِ٘ف َقَشَع اَِرإ اًُْاَك ُْن ًََِّأ ْنُكَلْبَل َيِٗزَّلا ََكلَُْأ اَوًَِّإ  َِ ْ٘ َلَع اُْهاََلأ ُفِ٘ع َّضلا ِنِِِ٘ف َقَشَع اَِرإ َّ  ،ٍُُْكَشَت ُفِٗشَّشلا
اََُذَٗ ُتْعَطَمَل ْتَلَشَع ٍذ َّوَحُه َتٌِْب َتَوِطاَف َّىَأ ْ َل ِالله ُنْٗا َّ  ، َّذَحْلا» 
“Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita 
dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri.Mereka berkata, „Siapa 
yang bisa melobi rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?’ Mereka pun 
menjawab, „Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh 
rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.‟ Maka Usamah pun berkata (melobi) 
rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (untuk meringankan atau membebaskan 
si wanita tersebut dari hukuman potong tangan). 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kemudian bersabda, „Apakah 
Engkau memberi syafa‟at (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?‟ 
Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam pun berdiri dan berkhutbah,  „Wahai 
manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah 
jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, 
maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang 
yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang 
tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku 
sendiri yang akan memotong tangannya‟” (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim 
no. 1688). 
Ketika menjelaskan hadits ini, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-
‟Utsaimin rahimahullah berkata, ”Inilah keadilan”.  Inilah penegakkan hukum 
Allah, yaitu bukan atas dasar mengikuti hawa nafsu.Rasulullah bersumpah, jika 
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Fatimah binti Muhammad mencuri –dan Fatimah tentu lebih mulia secara nasab 
dibandingkan dengan wanita bani Makhzum tersebut karena Fatimah adalah 
pemimpin para wanita di surga- maka Rasulullah shallallahu „alaihi wa 
sallam sendiri yang akan memotong tangannya.” 
Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Al 
Utsaimin rahimahullah melanjutkan,”Demikianlah, wajib atas pemimpin 
(pemerintah) untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Mereka tidak 
boleh memihak seorang pun karena hubungan dekat, kekayaannya, 
kemuliaannya di masyarakat (kabilah/sukunya), atau sebab lainnya” (Syarh 
Riyadhus Shalihin, 1/2119, Maktabah Asy-Syamilah). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata 
lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan 
penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta 
apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata 
lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya 
atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk 
mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, 
setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada 
identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian 
masalah.
38
 
2. Lokasi Penelitiian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang 
berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan, dengan melakukan 
penelitian dengan memilih penelitian di Wilayah hukum Polres 
Pelabuhan Makassar, dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut 
pernah terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota 
Kepolisian. 
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Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu 
norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat 
realita yang ada di masyarakat. 
C. Sumber Data 
1. Data Primer 
Data Primer yaitu suatu data yang di dapatkan dari hasil penelitian 
lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden/narasumber.yang 
diperoleh langsung dari informan yang erat kaitannya dengan masalah yang 
diteliti yaitu Peranan Propam dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota 
Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres 
Pelabuhan Makassar. 
2. Data Sekunder 
Data Sekundermerupakan data yang mendukung data primeryaitu data 
yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan 
(Library risearch) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-
buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel internet, serta dokumen-dokumen 
yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan 
skripsi ini. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan 
data sebagai berikut: 
1. Observasi 
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan langsung ke 
lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu di wilayah hukum Polres 
Pelabuhan Makassar dengan melakukan pengamatan-pengamatan secara 
langsung dan mencatat secara sistematis terhadap fakta-fakta yang penulis 
temui dilokasi penelitian. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 
berlangsung antara narasumber dan pewawancara tujuan dari wawancara 
adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang 
terpercaya.wawancara dilakukan dengan dengan cara penyampaian 
sejumlah pertanyaan dari pewawancara ke narasumber
39
.Dalam penelitian 
ini penulis melakukan wawancara terhadap Bripka Romianto yang 
menjabat sebagai Kaminal Si Propam dan Bripka Indra Pratama yang 
Menjabat sebagai Baur Gakkum Si Propam Polres Pelabuhan Makassar. 
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https://id.m.wikipedia.org, (16/9/2018,12:16 PM). 
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3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mencari hal-
hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, majalah, agenda dan 
lain-lain untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul 
peneliti. 
E. Instrumen Penelitian 
Merupakan kualitas sebuah hasil penelitian yang berangkat dari kualitas 
instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Tolak ukur keberhasilan 
penelitian juga tergantung pada instrument yang digunakan.Oleh karena itu, 
penelitian lapangan yang meliputi observasi dan wawancara dengan daftar 
pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, alat perekam dan alat 
tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan 
Pengolahan data yang dimaksud adalah data yang di peroleh 
kemudian dikumpulkan, diolah, dan dikerjakan serta dimanfaatkan 
sedemikian rupa dengan menggunkan metode deskriptif. Penulis akan 
melakukan pencatatan serta berupaya mengumpulkan informasi mengenai 
keadaan suatu gejala yang terjadi saat penelitian dilakukan. 
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2. Analisis Data 
Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan 
analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya 
menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan- peraturan yang 
berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, 
dan akhirnya diambil kesimpulan. 
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BAB IV 
PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI 
WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN MAKASSAR 
A. Profil Lokasi Penelitian
40
 
1. Sejarah Singkat Polres Pelabuhan Makassar  
Awal pembentukan Polres Pelabuhan Makassar yaitu awal dimulai 
satuan kerja yang berada di bawah Polda yaitu KP3 (Kepolisian Pelaksana 
Pengamanan Pelabuhan Makassar). Pada bulan Oktober 2010 terbit 
PERKAP nomor 23 Tahun 2010, maka berubah nominkelatur KP3 
Makassar menjadi Polres Pelabuhan Makassar, kemudian dibawah satuan 
kerja Polrestabes Makassar. Alasan KP3 Makassar Menjadi Polres 
Pelabuhan Makassar dikarenakan faktor kebutuhan organisasi, untuk 
memperluas wilayah naungan Polres Pelabuhan Makassar. 
2. Letak Geografis Polres Pelabuhan Makassar 
Polres Pelabuhan Makassar berada di sebelah Barat berbatas Selat 
Makassar, sebelah Timur berbatas Kec.Bontoala, sebelah Utara berbatas 
Kec.Tallo, sebelah Selatan berbatas Kec. Ujung Pandang dengan luas 
wilayah 16,58 KM2 daratan dan Pulau, terdiri dari 2 Kecamatan, 20 
Desa/Kelurahan dan 8 Pulau (dengan jumlah penduduk 96.215 Jiwa yang 
terdiri dari WNI berjumlah 90,5%, WNI KTRN berjumlah 9,55% yang rata-
rata bermatapencaharian nelayan, buruh kasar dan pedagang. 
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Administrasi Polres Pelabuhan Makassar. 
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3. Struktur Organisasi Si Propam Polres Pelabuhan Makassar 
 
 
WAKA POLRES  
 
WAKA POLRES  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktur Organisasi Si Propam Polres Pelabuhan Makassar, Kepala 
Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar bernama AKBP Aris Bachtiar, SH, 
SIK, Wakapolres Kompol Ronald S, SH, M.Th, Kasi Propam Ipda Mirwan 
Herlambang, Kanit Provos Polsek Soeta Ipda Samsu, Kanit Provos Polsek 
Wajo Ipda ABD.Azis, Kanit Provos Polsek Ujung Tanah Aiptu Thamrin, 
Kanit Provos Polsek Paotere Aiptu Hasrianto Syarif L, Unit Provos Polres 
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KANIT 
PROVOS 
POLSEK 
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terbagi atas dua  bagian yaitu: Badan Urusan Penegak Ketertiban dan 
Disiplin (BAUR GAKTIBPLIN) Aiptu Alkon P, dan Bripka Isprianto, 
Badan Urusan Penegak Hukum (BAUR GAKKUM)  Bripka Muhtar, 
Bripka Indra Pratama, dan Bripka Aris L. Allo, Unit Paminal Polres, 
Aipda Irwan A, dan Bripka Romianto 
Dalam Kepolisian terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP), 
yaitu dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara 
kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk 
memperoleh hasil kerja yang paling efektif.SOP juga merupakan 
serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses 
penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaiamana dan kapan harus 
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 
Gareth R. jones juga mengemukakan bahwa SOP merupakan 
bagian dari peraturan tertulis yang membantu mengontrol perilaku anggota 
organisasi. SOP megatur cara pekerja untuk melakukan peran 
keorganisasiannya secara terus menerus dalam pelaksaaan tugas dan 
tanggung jawab organisasi.
41
Kemudian pada lingkungan kepolisian istilah 
lain SOP biasa disebut Prosedur Tetap (Protap). 
 Adapun tugas SIPROPAM berdasarkan wawancara dengan Bripka 
Romianto yaitu: 
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Gareth R. Jones, Organizational Theor, Text, and Cases (2010). 
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1. SI Propam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang 
berada dibawah Kapolres; 
2. SI Propam bertugas melaksanakan pembinaan dan pengaduan 
masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri/PNS Polri 
melaksanakan sidang disiplin dan/kode etik profesi serta rehabilitasi 
personil; 
3. Dalam melaksanakan tugas, SI Propam menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpanan perilaku dan 
tindakan personil; 
b. Menegakkan disiplin, Ketertiban dan/atau pengaman internal; 
c. Pelaksanaan sidang disiplin, dan/atau kode etik profesi Polri; 
d. Pengawasan dan Penilaian terhadap anggota personil Polri yang 
sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin atau kode etik 
Profesi polri; 
e. Penertiban Rehabilitasi personil Polres yang telah melaksanakan 
hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran dan/atau 
kode etik profesi Polri.
42
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Indra pratama terkait 
masalah SOP  kepolisian khususnya di Polres Pelabuhan makassar yaitu 
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Bripka Romianto, (Unit paminal polres pelabuhan Makassar, wawancara tanggal 8 
November 2018). 
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pada masing- masing bagian dari Kepolisian tersebut memiliki SOP 
tersendiri, seperti SOP bagian Provos yaitu ketika ada ada pengaduan, 
maka Paminal yang bertugas melakukan penyelidikan, dan mengumpulkan 
bukti-bukti, benar tidak terjadi pelanggaran seperti yang dilaporkan, 
setelah itu Paminal membuatkan laporan hasil penyelidikan apakah 
pelanggaran yang dilakukan cukup bukti atau tidak, ketika cukup bukti 
maka dilanjutkan ke tahap penyidikan, dan Provos melakukan 
pemeriksaan sampai pada proses persidangan dan tahap putusan. 
 Seksi Propam Polres Pelabuhan Makassar terdiri dari 2 unit yaitu 
sebagai berikut: 
a. Unit provos, bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat 
tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, 
penegakkan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang 
disiplin dan/ Kode Etik Profesi Polri, serta pelaksanaan pengawasan dan 
penilaian terhadap personel polres yang sedang dan telah menjalankan 
hukuman disiplin dan atau kode Etik Profesi. 
b. Unit Paminal, bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka 
penegakkan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan 
keputusan rehabilitas personel Polres yang telah melaksanakan 
hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin 
dan/atau Kode Etik profesi.
43
   
                                                             
43Bripka Indra Pratama, (Unit Provos Polres Pelabuhan Makassar, Wawancara tanggal 8 
November 2018). 
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Tujuan SOP penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri yaitu:  
a. Untuk memastikan penerapan prinsip dan standar (SOP) 
penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri guna terwujudnya 
persamaan visi, persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam 
memberikan pelayanan pengaduan Propam Polri kepada publik, 
sehingga tercapai standarisasi mutu kegiatan, materi dan sasaran 
serta memudahkan dalam pelaksanaannya; 
b. Untuk dijadikan pedoman bagi anggota Si Propam dalam melalukan 
proses penegakkan pelanggaran disiplin dan pelayanan kepada 
masyarakat yang berkaitan dengan sikap dan tindakan anggota Polri 
yang bertentangan dengan perundang- undangan yang berlaku. 
B.Pelaksanaan Peranan Propam dalam Penegakan Hukum Terhadap 
Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum 
Polres Pelabuhan Makassar 
   Peranan Propam dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sangatlah penting terutama dalam penegakan hukum terhadap Anggota 
Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dalam lembaga Kepolisian Propam 
yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban 
profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban 
dilingkungan Polri, dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya 
penyimpangan anggota/PNS Polri. Oleh sebab itu peranan Propam sangat 
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dibutuhkandemi terwujudnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta 
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia. 
1. Pelaksanaan peranan Propam dalam bidang pelayanan, pengaduan, 
dilingkungan Polres Pelabuhan Makassar sudah berjalan dengan baik. 
2. Pelaksanaan peranan dalam penegakan Kode Etik  Profesi  Polri (KEPP) 
oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi dan bidang 
Rehabilitasi Personel sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 17 
ayat 2 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yakni: 
 Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui: 
 a. pemeriksaan pendahuluan; 
 b. Sidang KKEP; 
 c. Sidang Komisi Banding; 
 d. penetapan administrasi penjatuhan hukuman; 
 e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan 
 f. rehabilitasi personel. 
3. Pembinaan/penyelenggaraan pembinaan penegakan disiplin dan penegakan 
hukum sudah terlaksana namun belum optimal, ditandai dengan masih ada 
saja Anggota Kepolisian yang melakukan Pelanggaran disiplin dan Kode 
Etik di Wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.berdasarkan data 
selama tahun 2017 ada 9 oknum anggota Polisi yang terkait pelanggaran 
59 
 
 
 
disiplin , dan 9 orang oknum tersebut telah mengikuti sidang Kode Etik 
adapun jenis pelanggaran yaitu pada umumnya karena tidak masuk kantor, 
dan 1 diantaranya yang melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan 
roda empat.adapun sanksinya yaitu berdasarkan PP No 2 Tahun 2003 yaitu 
berupa teguran lisan, penundaan kenaikan gaji berkala;. penundaan 
mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; . penundaan kenaikan 
pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. 
 Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana yang 
dilakukan oleh anggota Kepolisian yaitu 
1. Keimanan 
  Lemahnya iman seseorang sangat mempengaruhi rentang 
terjadinya tindak pidana, karena lemahnya keyakinan bahwa segala 
perbuatan yang dilakukan itu selalu diawasi dan perbuatan buruk yang 
kita lakukan akan mendapat ganjaran di akhirat kelak oleh Allah SWT. 
2. Kerjasama Masyarakat 
Kurangnya kerjasama dari masyakat juga merupakan salahsatu 
factor terjadinya tindak pidana oleh oknum Polri, karena kurangnya 
masyarakat yang mau melaporkan langsung ketika mengetahui terkait 
adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Polisi. 
3. Teknologi 
 Diera Modern ini perkembangan teknologi berkembang sangat 
pesat, hal ini juga mempengaruhi mudahnya seseorang melakukan 
tindak Pidana. 
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4. Jabatan 
 Polisi merupakan salah satu Profesi yang memiliki nilai tinggi 
dimata masyarakat, dengan adanya jabatan yang tinggi juga 
mempengaruhi terjadinya penyelewengan dengan melakukan tindak 
pidana. 
5. Status Keluarga 
 Dengan adanya status kekeluargaan sangat mempengaruhi 
terjadinya tindak pidana, karena pada umumnya tidak ada istri Polisi 
yang ingin melaporkan ketika mengetahui suaminya melakukan tindak 
pidana. 
Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak 
Pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di Wilayah hukum 
Polres Pelabuhan khususnya pihak Propamyaitu; 
1. Meningkatkan Pengawasan terkait kedisiplinan Anggota Polri 
2. Mengadakan kegiatan penyuluhan terhadap semua anggota 
kepolisian tentang tidak melakukan tindak kekerasan baik 
dalam tugas maupun diluar tugas, 
3. Melakukan kegiatan yang menyangkut keagamaan, 
4. Melakukan terjuan lapangan langsung dan melihat bentuk 
pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. 
5. Melakukan inspeksi rutin terhadap setiap anggota kepolisian. 
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C.Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian di 
Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar 
 1.Aturan yang mengikat bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran 
atau tindak pidana antara lain: 
 a. Pelanggaran Berkaitan dengan perkara pidana bagi anggota kepolisian 
diselesaikan melalui peradilan umum, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 
29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
KepolisianRepublik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 
2002 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Uimum Bagi 
Anggota Polri. 
b. Sengketa administrasi diselesaikan di Peradilan Tata Usaha 
Negara.Sengketa yang dimaksud pihak-pihak yang merasa dirugikan 
akibat dikeluarkannya keputusan oleh Pejabat kepolisian selaku Pejabat 
Tata Usaha Negara. 
 c. Berkaitan dengan pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin, berdasar 
Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin 
Anggota Polri. 
 d. Pelanggaran etika profesi dilakukan melalui sidang Komisi Kode 
Etik,berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol: 
Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode 
Etik Polri 
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 2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota 
Kepolisian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar 
  Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diketahui 
berdasarkan laporan atau pengaduan oleh masyarakat, laporan atau 
pengaduan tersebut dapat melalui Direktorat Reserse Kriminal  maupun 
Sub Bidang Provos. Bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, 
maka penanganan proses penyidikan perkaranya ditangani oleh Kesatuan 
Reserse Kriminal, setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan 
Penegakan Disiplin (P3D) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Provos. 
Selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan 
ke Kejaksaan untuk selanjutnya disidang di Pengadilan, dalam hal ini 
anggota Polri diperlakukan sama dimuka hukum seperti masyarakat sipil 
lainnya. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polri 
tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil 
lainnya
44
, karena Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk 
pada kekuasaan peradilan umum, hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 1 
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
  Jika perbuatan pidana tersebut dianggap sebagai pelanggaran dan 
anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan statusnya sebagai 
anggota Polri maka dikenakan sidang Disiplin, namun apabila anggota 
Polri tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan telah membuat buruk 
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Bripka Indra Pratama, (Unit Provos Polres Pelabuhan Makassar, Wawancara tanggal 8 
November 2018). 
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nama institusi Polri maka Ankum yang berwenang akan memberikan 
hukuman melalui sidang Kode Etik.  
  3. Penjatuhan sanksi bagi pelanggar Disiplin berdasarkan PP No 2 
Tahun 2003, yakni: 
Pasal 9 
Hukuman disiplin berupa: 
a.  teguran tertulis; 
b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; 
c.  penundaan kenaikan gaji berkala; 
d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; 
e.  mutasi yang bersifat demosi; 
f. pembebasan dari jabatan; 
g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. 
Pasal 13  
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman 
disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan 
statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat 
diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik 
Profesi Kepolisian Negara Republik Indone 
  Penjatuhan sanksi disiplin dan/atau sanksi atas pelanggaran kode 
Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap Anggota Kepolisian yang 
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melakukan tindak pidana, hal ini di atur dalam pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 
jo. Pasal 28 ayat (2) PerKapolri 14/2011. Oleh karena itu, Polisi yang 
melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana 
walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi Pelanggaran Kode 
Etik. 
  Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan 
Kode Etik profesi Polri bagi anggota polri yang melakukan Tindak Pidana 
yakni: 
1. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan 
yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, 
maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum polri 
tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik 
Profesi Kepolisian. 
2. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri. 
3. Sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada 
sangksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan. 
  Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana Bagi Anggota Polisi di Polres 
Pelabuhan Makassar yaitu, Selain Aturan yang mengikat, Pimpinan Polisi 
baik langsung maupun tidak langsung sering memberi arahan dan 
penekanan terhadap anggota Kepolisian di Polres Pelabuhan Makassar 
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agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang yang bisa merusak 
martabat sebagai anggota Polri serta pemberian sanksi pada setiap 
pelanggaran, sesuai dengan aturan yang berlaku. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Setelah melalui rangkaian pembahasan tentang Pelaksaan Peranan 
Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang 
melakukan tindak pidana dan proses Penyelesaiannya, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap Anggota 
Polri yang Melakukan Tindak Pidana di Polres Pelabuhan Makassar dalam 
bidang pelayanan, penegakan kedisiplinan, ketertiban, dan pengamanan 
internal sudah berjalan dengan baik, pelaksanaan peranan dalam 
penegakan hukum sudah terlaksana akan tetapi belum optimal, ditandai 
dengan masih ada saja tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Polisi, 
adapun upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan 
oleh Anggota Kepolisian yaitu dengan melakukan kegiatan menyangkut 
keagamaan, meningkatkan pengawasan dalam hal kedisiplinan anggota 
Polri, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap oknum yang melakukan 
tindak pidana. 
2. Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian di 
Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar melalui barbagai proses 
yaitu: penerimaan laporan/ pengaduan yang dapat melalui Dir Reskrim 
atau melalui Sub Bagian Provos, Pemeriksaan, panyelidikan dan 
penyidikan sampai pada persidangan dan tahap putusan, Apabila telah 
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dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polri tersebut mendapatkan 
sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya.Sesuai dengan 
Pasal 29 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.Jika perbuatan pidana tersebut dianggap sebagai 
pelanggaran dan anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan 
statusnya sebagai anggota Polri maka dikenakan sidang Disiplin, namun 
apabila anggota Polri tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan telah 
membuat buruk nama institusi Polri maka Ankum yang berwenang akan 
memberikan hukuman melalui sidang Kode Etik. Penjatuhan sanksi 
disiplin dan/atau sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus 
tuntutan pidana terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan tindak 
pidana, hal ini di atur dalam pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat 
(2) PerKapolri 14/2011. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Agar Propam lebih meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan 
dan ketertiban dalam lingkungan Polres Pelabuhan Makasar serta 
memberikan sanksi yang tegas terhadap anggota Kepolisian yang 
terbukti melakukan tindak pidana. 
2. Pihak Kepolisian khususnya Propamuntuk turun langsung ke 
masyarakat melakukan penyuluhan agar masyarakat melaporkan ketika 
melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian 
khususnya di Polres Pelabuhan Makassar. 
68 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Al-Qur‟an dan Terjemahan 
Abdoerrauf.Al Qur-an dan Ilmu Hukum. Jakarta: Bulan Bintang,1970. 
Ashadie Zaeni, dan Arief rahman, Pengantar Ilmu Hukum. Depok: PT 
Rajagrafindo Persada, 2016. 
Asshiddiqie, Jimly.Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: 
Konstitusi Press, 2006. 
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 
Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditia Bakti1998. 
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada,2014. 
E Sumaryono.Etika Profesi Hukum.Yogyakarta: PT Kanisius, 2016. 
Fadli Andi Natsif. Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan 
Hukum Pidana Internasional.Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 
Gunadi, Ismu dan Joenadi Efendi, Hukum Pidana.Jakarta: Kencana Prenada 
Media 2014. 
Huda, Chairul. Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada 
Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Prenada Media, 
2006. 
Kansil.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka, 
1989 
Kusumaatmaja Mochtar, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, 
Jakarta: Binacipta. 
Magdalena Christina, Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang 
Dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 
Siak, skripsi Fakultas Hukum2014. 
Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana.Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 
Mulyyana.Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 
Ilmu sosial. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002. 
Nozel Saparingka, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi 
Pidana, Jurnal Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta 2016. 
Poernomo, Bambang Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia 
dalam KUHAP Jakarta: Sinar Grafika, 1986. 
Redaksi Sinar Grafika, UU KEPOLISIAN NEGARA (UU RI NO.3 th.2002). 
Jakarta: Sinar Grafika 2009. 
Rukmini, Mien. Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan 
Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana 
Indonesia. Bandung: PT. ALUMNI, 2003.  
69 
 
 
 
Saparingka Nozel, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi 
Pidana, Jurnal Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta 2016. 
Situmorang, Victor.M. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Rineka 
Cipta,1994. 
Sudarsono.Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007. 
Syamsuddin, Rahman, Merajut Hukum Di Indonesia, Cet, I Jakarta: Mitra 
Wacana Media, 2014. 
Syamsuddin, Rahman. Hukum Acara Pidana dalam Itegrasi Keilmuan.Makassar: 
Alauddin University Press,2013. 
Waluyo, Bambang Penelitian Hukum Dalam Praktek, akarta, Sinar Grafika, 2002. 
W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta: Balai 
Pustaka1986. 
Yayaasan Wakaf Al-Qur‟an Suara Hidayatullah, Al-qur’an dan 
Terjemahannya.Surabaya: PT. Lentera Jaya Abadi,2011. 
 
Peraturan Perundang-Undangan: 
KUHP & KUHAP, Surabaya:Sinarsindo Utama,2015 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 
Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang 
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian 
 
Internet:  
https://id.m.wikipedia.org, 16/9/2018,12:16 PM. 
https://media.neliti.com, 16/9/2018, 10:12 PM. 
https://propam.polri.go.id, 15/9/2018, 9:33 AM. 
 
. 
 DOKUMENTASI 
 
 
          Wawancara dengan Bripka Romianto (Kaminal Propam Polres Pelabuhan Makassar) 
 
 
Wawancara dengan Bripka Indra Pratama (Baur Gakkum) Polres Pelabuhan Makassar 
Scan by Easy Scanner
Scan by Easy Scanner
Scan by Easy Scanner
Scan by Easy Scanner
Scan by Easy Scanner
Scan by Easy Scanner
Scan by Easy Scanner
Scan by Easy Scanner
Scan by Easy Scanner
Riwayat Hidup Penulis 
 
Ismunita Lahir di Balangtaroang 1 
Desember 1996. Dari pasangan Muh. Amir. H 
dan Fitri, karena kepedulianya pada pendidikan, 
tidak  pernah lepas dari dukungan dan do’a 
mereka untuk kami. Tanpa mengenal rasa lelah 
untuk selalu menjaga, mendidik dan  menyayangi 
kami dengan penuh cinta dan kasih sayang, saya 
adalah anak Ketiga dari 4 bersaudara.  
Mulai pendidikan di Sekolah  SDN 63 
Cilallang,  Kecamatan Bulukumpa  pada tahun 2003 tamat pada  tahun 2008  
melanjutkan studi  di SMPN 14 Bulukumba pada  tahun 2008,  tamat pada tahun 
2011. Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi  di SMAN 2  
Bulukumba dan tamat pada tahun 2014,  pada tahun yang sama penulis melanjutkan 
pendidikan di Perguruan tinggi dan diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan  Ilmu Hukum. 
 
 
